PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG

PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU

BADAN GIZI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik di bidang pemenuhan gizi nasional secara
berkualitas, mudah diakses, responsif, transparan,
akuntabel, terintegrasi, cepat, tepat, dan memiliki
kepastian pelayanan dalam mendukung tugas dan
fungsi Badan Gizi Nasional, perlu mengatur mengenai
penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu Badan Gizi
Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Gizi Nasional tentang Penyelenggaraan Pusat
Pelayanan Terpadu Badan Gizi Nasional;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);


https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023

Menetapkan
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6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang
Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan
Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang
Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);

9. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
625) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Badan Gizi Nasional Nomor 8 Tahun 2026 tentang
Perubahan atas Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor
1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 300);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 319);

11. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2025
tentang Standar Layanan Informasi Publik di
Lingkungan Badan Gizi Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 476);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL TENTANG
PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
BADAN GIZI NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disingkat BGN
adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh
Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi
nasional.

2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

3. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat
PPT adalah satu kesatuan proses penyelenggaraan
pelayanan dengan cara memadukan beberapa jenis
pelayanan dan/atau beberapa unit kerja di lingkungan
BGN untuk menyelenggarakan pelayanan secara
bersama pada satu tempat secara luring dan/atau
daring.
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Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut
Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap
orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara
yang  bertugas melaksanakan tindakan atau
serangkaian tindakan Pelayanan Publik.

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara
maupun penduduk sebagai orang perseorangan,
kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan
sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik
secara langsung maupun tidak langsung yang
berkaitan dengan pemenuhan gizi nasional.

Pemohon adalah setiap orang, kelompok orang, badan
hukum, badan usaha, instansi pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau pihak lain yang mengajukan
pelayanan kepada BGN.

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
Masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas,
cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Kepala Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut
Kepala adalah unsur pimpinan BGN yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BGN.

Biro adalah unit kerja di lingkungan BGN yang
mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan
Masyarakat.

Pasal 2

Penyelenggaraan PPT bertujuan untuk:

a.

memberikan perlindungan dan kepastian hukum
kepada Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan
Publik;

meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi
penyelenggaraan Pelayanan Publik antar unit kerja di
lingkungan BGN;

mewujudkan tata kelola Pelayanan Publik yang terpadu
dan terintegrasi,

meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan
Publik yang mudah diakses, cepat, responsif,
transparan, akuntabel, dan tepat;

meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
Pelayanan Publik; dan

memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat
dalam memperoleh pelayanan.

Pasal 3

Penyelenggaraan PPT dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.
b.
c.

kepastian hukum;
keterpaduan;
koordinasi;
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efisiensi;

delegatif;
kepentingan umum;
profesionalitas;
akuntabilitas;
aksesibilitas;
transparansi;
responsivitas;
partisipatif; dan
nondiskriminatif.

Pasal 4

PPT menyelenggarakan Pelayanan Publik secara
terpadu di lingkungan BGN.

Penyelenggaraan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan melalui sistem informasi yang dikelola
oleh BGN.

Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

pelayanan informasi publik;

pelayanan konsultasi;

pelayanan audiensi;

pelayanan pengaduan; dan/atau

pelayanan administratif lainnya yang disediakan
oleh BGN.

Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat diberikan melalui:

tatap muka;

surat secara fisik;

surat elektronik;

layanan telepon;

situs web dan/atau aplikasi pelayanan digital;
dan/atau

media sosial resmi.
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Pasal 5

Penyelenggaraan PPT secara ex officio dikoordinasikan

oleh Biro.

Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan PPT

di lingkungan BGN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Biro menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan pelayanan dalam penyelenggaraan
PPT;

b. pengoordinasian dan  penjaminan  kualitas
pelayanan dalam PPT sesuai dengan Standar
Pelayanan;

c. penyusunan dan penyediaan tata @ tertib
penyelenggaraan PPT;

d. penyusunan dan  penyediaan mekanisme,
pengelolaan, dan  penyelesaian pengaduan
Masyarakat secara terintegrasi atau terhubung
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dengan sistem pengelolaan pengaduan Pelayanan
Publik nasional dalam penyelenggaraan PPT; dan

e. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan
penyelenggaraan PPT.

Pasal 6

(1) Pelaksana PPT terdiri atas:
a. petugas administrasi;
b. petugas operasional; dan
c. unit kerja di lingkungan BGN.
(2) Unit kerja di lingkungan BGN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ harus menunjuk paling sedikit 1
(satu) pejabat dan/atau pegawai sebagai penghubung.

(3) Pelaksana PPT dan tugas Pelaksana PPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala.

Pasal 7

(1) Pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
a. penyediaan dan pengumuman informasi publik;
b. pelayanan permintaan informasi publik; dan
c. pelayanan pengajuan keberatan atas permintaan

informasi publik.

(2) Pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf b meliputi pemberian penjelasan dan/atau
saran mengenai hal yang berkaitan dengan kebijakan,
program, kegiatan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi BGN.

Pasal 9

Pelayanan audiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf c berupa fasilitasi pertemuan resmi antara
Pemohon dengan pejabat dan/atau unit kerja di lingkungan
BGN.

Pasal 10

(1) Pelayanan audiensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan permohonan kepada
Kepala.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:

identitas Pemohon;

topik dan tujuan audiensi;

waktu pelaksanaan audiensi; dan

nomor kontak personel yang dapat dihubungi.
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Pasal 11

Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (3) huruf d meliputi:

a. pengaduan atas pelaksanaan program pemenuhan gizi
nasional; dan/atau

b. pengaduan atas penyelenggaraan Pelayanan Publik di
lingkungan BGN.

Pasal 12

Pelayanan administratif lainnya yang disediakan oleh BGN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e
ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Pasal 13

Standar Pelayanan, proses bisnis, dan standar operasional
prosedur dalam penyelenggaraan PPT ditetapkan dengan
Keputusan Kepala.

Pasal 14

(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit
terhadap:

a. kepatuhan terhadap tingkat layanan;
b. jumlah pelayanan;

c. kualitas pelayanan; dan

d. kepuasan Masyarakat.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Utama BGN.

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan
penyelenggaraan PPT dan peningkatan kualitas
Pelayanan Publik di lingkungan BGN.

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan PPT di lingkungan BGN
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

E Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2026

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
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SUDARYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR g3¢
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